
 

 

 

BUPATI KULON PROGO 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR 10 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR 3 TAHUN  2018 TENTANG PENGELOLAAN  

BARANG MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah 

khususnya pengelolaan Barang Milik Daerah 

membutuhkan sarana dan prasarana yang 

memadai sehingga dapat dikelola dengan baik, 

efektif, dan efisien; 

  b. bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang 

semakin berkembang dan kompleks belum 

didukung dengan pengaturan yang komprehensif 

sehingga perlu disesuaikan dengan 

perkembangan kebutuhan, agar dalam 

pelaksanaannya dapat dikelola secara optimal, 

efektif, dan efisien; 

  c. bahwa sehubungan dengan adanya 

ketidaksesuaian materi antara Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri  Nomor 19 Tahun 2016  tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, 

maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu untuk disesuaikan; 

 

SALINAN 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

    

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan 

Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan 

Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan 

nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di 

Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonsia Nomor 6523); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 67); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KULON PROGO 

dan 

BUPATI KULON PROGO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR 3 TAHUN  2018 TENTANG PENGELOLAAN 

BARANG MILIK DAERAH. 
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Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 67) diubah 

sebagai berikut:  

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 44 

(1) Hasil sewa BMD merupakan penerimaan daerah 

dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas 

Umum Daerah. 

(2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus 

secara tunai sebelum ditandatanganinya perjanjian 

Sewa BMD. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) penyetoran uang Sewa 

BMD dapat dilakukan secara bertahap dengan 

persetujuan Pengelola Barang atas: 

a. Sewa untuk kerja sama infrastruktur; dan/atau 

b. Sewa untuk BMD dengan karakteristik/sifat 

khusus. 

 

2. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 72 

(1) Bukti kepemilikan BMD wajib disimpan dengan 

tertib dan aman. 

(2) Dihapus. 

(3) Dihapus. 

(4) Penyimpanan bukti kepemilikan BMD dilakukan 

oleh Pengelola Barang. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

penyimpanan dokumen kepemilikan BMD diatur 

dalam Peraturan Bupati.  
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kulon Progo. 

 
Ditetapkan di Wates                     

pada tanggal 17 Desember 2021 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN 2021 NOMOR 10 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 10 , 33 / 2021 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI KULON PROGO, 

cap/ttd 

SUTEDJO 

Diundangkan di  Wates       

pada tanggal 17 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KULON PROGO, 

cap/ttd 

ASTUNGKORO 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR 10 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR 3 TAHUN  2018 TENTANG PENGELOLAAN 

 BARANG MILIK DAEARH 

 

I. UMUM 

Dalam  rangka pengelolaan barang milik daerah agar dapat 

terlaksana dengan baik dibutuhkan perencanaan kebutuhan dan 

penganggaran. Penganggaran untuk perbaikan ataupun perencanaan, 

pemeliharaan, serta pengadaan barang atau lainnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

penganggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Selain itu, Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola barang 

milik daerah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. 

Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah, akan tetapi masih ada substansi materi yang 

belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan 

Menteri dalam Negeri  Nomor 19 Tahun 2016  tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah terutama berkaitan dengan 

penyimpanan bukti kepemilikan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan dan penyimpanan bukti kepemilikan Barang 

Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan, sehingga beberapa 

materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu 

disesuaikan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 44 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “tunai” yaitu pembayaran 

uang Sewa harus dilakukan secara kontan/tidak 

terhutang. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  

NOMOR 98 
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